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" BUPATI ROKAN HILIR
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

'

NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG
i

"

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 ,

BUPATI ROKAN HILIR,
Menimbang : 3, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran2014 dimana dijelaskan dalam hal bantuan keuangan dari pemerintah

provinsi diterima "setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan maka
penganggaran bantuan keuangan dilakukan dengan terlepih dahulumelakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaranAPBD dengan pemberitahuan kepala Pimpinan DPRD untuk bantuankeuangan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD unttik bantuanyang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalamj peraturankepala daerah tentang perubahan APBD, $

b. 'bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Giibernur Riau Nomor 23Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepadaPemerintah Kabupaten/Kota untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan( Gaji Guru Bantu Daerah ) se Provinsi Riau Tahun !2014 danKeputusan Gubernur Riau Nomor : 269/IV/2014 Tanggal 11 'April 2014tentang Guru Bantu Provinsi Riau Tahun 2014, perlu “ditetapkanPeraturan Bupati Rokan Hilir tentang Penjabaran Perubahan' AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagailandasan operasional pelaksanaan peraturan dimaksud: 1"
KaMengingat 11. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, KabupatenKuanta Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik. IndonesiaTahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara , RepublikIndonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentangperubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880):

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi danBangunan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubahdengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1994 Nomor 62 Tambahan LembaranNegara Nomor 3569): f

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688):
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negarayang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Nomor 3851), |

Y

5.Undang-undang. ...
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5, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
6. Undang-undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonegia
Nomor 4355):

7. kindang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan |
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ):

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004" tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Ngara

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400), .
|

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421):

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
11, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RepublikIridonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor4438 ),

12. Undang-undang "Nomor 28.Tahun 2009 tentang Pajak Dagrah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor049), "m

j13, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2090 tentang KedudukanKeljangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4028):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138):

|rt
2

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502), "

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. tentang StandarAkuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4503):
18.Peraturan Pemerintah. ...
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),

"

|

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

YNomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575),

|

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576): ,# |

21, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, tentang Hibah (Lembaran
gegara

Republik Indonesia Tahun :2005 # Nomor 139 Tambahanembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),
N

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan.Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578),
k «

23. Heraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Kos tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal! (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Republik Indonesia Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593),
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4614):
26, Pefaturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepa

@a Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4693):

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagianurlisan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lenyparan

Negara RepublikInffonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737):
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajelisPermusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 2009 Nomor 123,

|
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049): :

29. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 Tentang TambahanPenghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil:

30.Peraturan Presiden. ...
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30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: ,

31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah: $

Tj .

,

"

k32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
$

Tahun 2007 tentang#Pengawasan Peraturan Daerah dan Peratura"WKepala Daerah:
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2? Tahun 2013 Tentang.Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2014:

34. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok,Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir,
n

35. Beraturan Daerah Nomor 12 Tahun 201k tentang Anggaran@endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014:
36. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2014 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,

MEMUTUSKAN : |

t
Menetapkan : PERATURAN BUPAT| ROKAN HILIR TEN ANG PENJABARANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2014,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan :

!a. Semula
Rp. 2.616.302,507.722b. Bertambah/(berkurang). .

Rp. 2.923,200.000
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.619.225.707.722

2. Belanja ja. Semula
Rp. 2.712.503.957,722b.

Bertambah/(berkurang) | Rp. 2.923.200.0001Jumlah Belanja
Ylelah

Perubahan Rp4 2.715.427.157.722Surplus/(Defisit) etelah Perubahan
Rp. (96.201.450.000)

3. Pembiayaan : .
a. Penerimaan

1) Semula
Rp. 140.000.000.0002) Bertambah/(berkurang) Rp. 0Jumlah

Penerimaan setelah Perubahan Rp. "
140.000.000.000

b. Pengeluaran
|

1) semula b Rp. r.1e.ssolboo2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.918.550.000Jumlah

Pembiayaan Netto setelah Perubahan . Rp. 1 132.081.450.000Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 35.880.000,000

w t



Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum
dalam

Lampiran
| Peraturan Bupati Rokan Hilirini,

g
:

$4$ Pasal 3 !

Penjabaran Perubahan'APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran Il Peraturan Bupati Rokan Hilirini.

Pasal 4
Lampiran sebagimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian

yang
tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati Rokan Hilirini.
t

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

d

F
Pasal 6

3Peraturan Bupati
Rokan,javini mulai berlaku patia tanggal ditetapkargAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Rokan

Hilirini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bagansiapiapi '

'padatanggal 22 Mei 2014
|

ROKAN
"3
LIR .
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ATNO
. Diundangkan dalam Berita DaerahKabupaten Rokan Hilir , |Nomor 16 Tahun 2014 Tanggal 22 Mei 2014 '

-PAESEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIRKASNSPA

a(SET
IAWAN, AP, M.Si

M.

528 199412 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIRTAHUN 2014 NOMOR 16
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